BUPATI LABUHANBATU UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREAS] DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

hahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan
salah satu sumber pendapatan Daerah, Retribusi
sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 127 huruf i
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Feraturan
Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Permnbentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4869);

Undang Undang WNomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang ...
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Necmor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daeralh (Lembaran Negara
Republik indonesia Tanun 2010 Nomor 119, Tambahan
l.lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5161):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan LCaecrah
sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter: Dalam

Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negern Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kkabupaten Labuhanbatu
Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor o Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Nomor 75]:

Dengan ...



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN -
Maenctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREAS! DAN OLAHRAGA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
FPasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu utara.

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati
penvelenggara Pemerintahan Daerah
peiaksanaan urusan pemerintahan
kewenangan daerah otonom.

sebagas  unsur
vang  memimpin
yang menjadi

3. Bupati adalah Bupati Lahuhanbatu utara.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnya disebut

DPRD adalah lembaga perwakilan rakvat daerah vang

berkedudukan sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Dinas Pemuda Olahraga dan Parnwisata vang selanjutnva
disebut Disporapar merupakan Satuan Kerja Porangkat
Daerah Kabupaten L.abuhanbatu Utara.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
vang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, persercaan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha mibik negara {(BUMN), atau badan usaha milik daerah
{(BUMD] dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongs:, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, vayasan, organisasi massa, organisasi sosal
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

7.  Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

8. Tempat ...
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Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreas
Pamwisata dan Sarana Olahraga vang disediakan, dimiiki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga vang selarjutnva
cisebut  Retribusi  adalah  pungutan  Dacrah  sebagai
pembavaran atas jasa pelavanan tempat Usaha Parwisata
dan Sarana Olahraga vang discdiakan. (himiliki da/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribad) atau Badan
menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan  untuk melakukan pembavaran retriliusi,
termasuk pemungut atau pemctong retribusi terrentu

yang
retriousi

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vang
merupakan batas waktu bagl Wajih  Retribusi  untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemearintah
Naerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah. vang selanjutmva disinglat
SeRD adalah bukty pembavaran atau penvetoran retribus
vang telah dilakukan dengan menggunakan formuliv atau
telah dhilakukan dengan cara lain ke kas daerah melaiui
tempat pembavaran vang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat  Ketetapan Retribust  Daerah. vang  selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribus) vang
menentukan besarnva jumliah pokok retrbusi  veng
feruiang.

Surat  Ketetapan Retribusi Daerah  Lebih Bavar. vang
selanjutnva  disingkat SKRDLB. adalah surar ketetapan
retribusy vang menentukan jumiah kelebihan pembavaran
retribusi karena jumiah kredit retribust iebih besar daripada
retribusi vang terutang atau scharusnva tidak terutang

Surat Tagihan Retrmbust Daerah. vang selanjutnva disimgikat
STRD. adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi admimistratiit berupa bunga danyatau
denda

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah  data. keterangan. dan/atau  bukti  vang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
sualu  standar pemeriksaan untuk mengup  kepatuhan
pernenuhan kewajiban perpajakan daerah dan  rerribusi

dan/atau
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dan/atau untuk tujuan lamn dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.
Penvidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan vang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan buktl itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi vang

terjac) serta
menemukan tersangkanya.

BAB 1]
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut
Retribusi atas jasa pelavanan tempat rekreasi dan olahraga.

(3)

Pasal 3

Objek  Retribusi  Tempat Rekreasi dan  Olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan
Tempat Rekreasi dan Olahraga vang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Obvek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. memasukl kawasan rekreasi;
b, menggunakan fasilitas;
¢. tempat penjualan:
d. kolam renang,
toilet /wc,
nondok wisata,
g. lempat parkir.

-

Obyek Tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud pada avart
{1), meliput :

lapangan tennis;

bulu tangkis;

lapangan basket;

lapangan volly ball,

lapangan futsal,

stadion: dan

sarana olah raga lainnya.

@ oo a0 T

(4) Dikecualikan ...



(4] Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan tempat Rekreasi dan
Olahraga vang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang

pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk dalam
golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IlI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa pemakaian tempat rekreasi dan
olahraga dihitung berdasarkan jenis, waktu, penggunaan dan

pemanfaatan sarana prasarana retribusi tempat rekreasi dan
olahraga.

BAB 1V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh
keuntungan yvang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa
usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi

pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Setiap orang yang masuk kawasan tempat Rekreasi
dikenakan tarif sebagal berikut :

a.dewasa ...



a. dewasa dikenakan tarif Rp. 5.000/orang; dan
b. anak - anak dikenakan tarif Rp. 2.000/orang.

Setiap penggunaan fasilitas di tempat Rekreasi dilkenakan
tarifl retribusi sebagai berikut;

&. penggunaan fasilitas  pondok

dikenakar fanif
Rp. 5.000/pondok :

b, penggunaan fasilitas toilet sebagar berikut :

1 buang air kecil cdikenakan tarif Rp. 1.00C /orang;
dan

2. buang air besar dikenakan tarif Rp. 2.000/crang.

c. penggunaan lahan parkir di tempat Rekreasi sebagai
berikut -
1. sepeda motor dikenakan taril Rp. 3.000/unit;
2. sedan, jeep, minibus dan microbus dikenalian tarif
Rp. 7.000/umit;
3. bus besar dikenakan taril Rp. 20.000/unit.

Setiap  orang vang masuk gedung tempat
dikenakan rarif Retribus) sebagai berkut :
a. dewasa dikenakan tarif Rp. 10.000/orang: dan
b. anak - anak dikenakan tarif Rp. 5.000/ arang.

Olahraga

Setiap  penggunaan fasilitas di tempat Olahraga
dikenakan tarif Retribusi sebagai berikut:

a. penggunaan fasilitas toilet dikenakan rtarif sebagai

berikut:
1. buang air kecil dikenakan tarif Rp. 1.000/orang;
dan

2. huang air besar dikenakan taril Rp. 2.000 /orang.

h. penggunaan lahan parkiv di tempat Olahraga sebagai
berkut :
1. sepeda motor dikenakan tarif Rp. 3.000 / umt;
2. sedan. jeep, minibus dan microbus dikenakan
tarif Rp. 7.000 /unit;
3. bus besar dikenakan tarif Rp. 20.000 / unit.

Pasal 9

Tari{ Retribusi ditinjau kembal paling lama 3 {tiga) tahun
sekali.

Peninjauan tanf Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

(3} Peninjauan ...
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Perminjauan tarif Retribusi sebagrimana dimaksud rpada avat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupat.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi vang terutang dipungut di wilavah Daerah.

BAB Vil
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Rewibusi dipungut dengan menggunakan Surat Kererangan
Retribusi Daerah atau dokumen lein vang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pade avat [1) dapat herupa karcis. kupon. dan

kartu
langganan.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peleksanaan
pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupat:,

Pasal 12

Berdasarkan SKRD atau dokumen lam vang dipersamakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat (1) Wajib Retribusi
waith membavar/melunasi retribusi vang terutang.

Pasal 13

() Retnibusi  vang terutang harus  dilakukan  secara
tunai/lunas.

(2) Pembayaran dilakukan di kas Daerah atau di tempat

lain/unit pelavanan terpadu dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain vang dipersamakan.

(3} Dalam  hal  pembavaran  dilakukan  ditempas  lamn
sebagaimana dimaksud pada avat (2] maxa hasi
nenerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling
lambat 1 (satu) han kera

(4) Setiap ...



(1)  Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti

pembayaran Retribusi dan dicatatkan dalam bukye caftar
penerimaan Retribusi. :

(5) Keterituan lebih lanjut mengenai tata cara pembzyaran.

penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam  hal Wajib Retribusi tidak membavar tepat pada
wakrunya atau kurang membayvar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bavar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 15

(1)  Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada wzktunya
dan kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Paszl 14
ditagih dengan menggunakan STRD

Fenagithan Retribust sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

(3] Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan
penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
nan kerja sejak jatuh tempo pembavaran.

(4 Dalam jangka waktu paling lama 7 {tujuh) hari kerja setelah
tanggal Surat Teguran. Wajib Retribusi harus melunasi
Retribust terutang.

(O} Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ava: (2}
dikeluarkan oteh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(6) Ketentuan lebibh lanjut mengenai tata cara penagihan diatur
dengan Peraturan Bupat.

BAB X ...
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BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

Hak untuk melakukan penaghan Retribusi

menjadt
kedaluwarsa setelah melampau: waktu 3 (tiga) tahun
terhitung <sejak saat terutangnva  Retribusi, kecuali

ijika Wajb Retrnbusi melakukan tindak pidana dibidang
Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. adanya pengakuan utang retribusi darit Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana
dimalksud pada ayat {2} hurul a. kedaluwarsa penzagihan
chhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf b. adalah Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi uan belum melunasinya pada Pemnerintah Daerah .’

Pengakuan utang Retribusi secara tidak largsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b, dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 17

Piutang Retribusi tidalk mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada avat (1].

Ketentuan lebih lanjut mengena: tata cara penghapusan

piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB X! ..
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BAB X1
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

Instanst yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat

aibert nsentif atas dasar pencapaian  kinerja terfentu,

sesual peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pembenan insentit sebagaimana dimaksud pada avar (1)

ditetapkan  melalul Anggaran Pendapatan  dan  Belama
Daerah

hetentuan lebih lanjut mengenai lata cara pemberias dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada avat (1)
akan diatur dengan Peraturan Bupat.

BAR XTI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 1Q

Pejabat Pegawar Negeri Sipil di hinglkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penvidik untulk
melakukan penvidikan tindak pidana di bhidang Retrbusi

Daerah  sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Penyidil: sebagaimana | dimaksud pada avar 1) zcalah
pejabat  pegawar  negert  sipil fertentu i lingkurngan
Pemerintahan Daerah vang dangkar oleh pejabat vang
berwenang sesual dengan ketentuan peraturan perurcang-
undangan.

Wewenang Penwvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)

mehputi |

4. menerima. mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan  atau  laporan  berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:

h. meneliti, mencar, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran

perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retnbusi,

comeminta ...
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c. meminta keterangan dan barang bukti dar orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi:

. memeriksa buku, catatan dan dokumen iain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

€.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang
bukti pembukuan, pencatatan. dan dokumen lain, serta
melakukan penvitaan terhadap barang buku tersebut;

meminta bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana i bidang Retribusi;

g. menyurul  berhenti dan/atau melarang scseorang
meninggalkan ruangan atau tempal pada saat
pemeriksaan  sedang berlangsung dan  memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen vang dibawa;

 memotret seseorang vang Dberkaitan dengan

tindax
nidana Retribusi:

memanggj! orang untuk didengar keterangannva dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi

i menghentikan penvidikan: dan/atau

k. melakukan tindakan lam vang perlu untuk kelancaran
penyidikan  tindak  pidana  dibidang retribusi  sesuzl
dengan Fetentuan perundang-undangan.

Penyidik  sebagaimana  dimaksud pada  avat (1
memberitahukan dimulainva penvidikan dan
menvampaikan hasil penyidikannyva kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Repukblik
Indonesia, sesual dengan ketentuan vang diatur dalam
Undang-Undang Hulkum Acara Pidana.

BAB X1l
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyva
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banvak 3 {tiga] kali jumlah Retribusi terutang vang tidak
atau kurang dibavar.

(2) Tindak ...
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
merupakan penerimaan Negara.

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal %o Juli 2015
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

=

UDDIMN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan

pada tanggal

%0 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

EDI SAMPHRNA RAMBEY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2015

NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3/2015)



